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Rangkuman Hasil Diskusi: Penghapusan Ebtanas: Solusi 

Dan Perspektif Ke Depan 

Pada hari Rabu, 7 Pebruari 2002,  Jurnal Ilmiah “Mimbar Pendidikan” Universitas 

Pendidikan Indonesia, mengadakan Diskusi Ahli untuk membahas permasalahan kebijakan 

penghapusan Ebtanas, yang telah menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran luas di kalangan 

masyarakat khususnya para orang tua murid. Diskusi yang dipandu oleh Prof. Dr. Dedi Supriadi, 

menghadirkan sejumlah pakar, praktisi/guru, dan birokrat pendidikan baik dari pusat (Jakarta) 

maupun daerah (Bandung, Jawa Barat).  Hasil diskusi dirumuskan dan dituliskan kembali  oleh 

Drs. Yahya Sudarya,MPd., Drs. M.S. Barliana Iskandar, MPd.,  dan Drs. Andi Suwirta, M.Hum., 

dalam artikel berikut ini. 

 

enurut ketentuan pasal 43 Un-

dang-undang Nomor 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, diamanatkan agar melaksanakan ke-

giatan dan penilaian kemajuan belajar peserta 

didik,  berdasarkan Keputusan Menteri Pendidi-

kan dan Kebudayaan Nomor. 0255/U/1976, 

tanggal 15 Oktober 1976, ditetapkan pemberian 

wewenang kepada Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah untuk mengatur pelak-

sanaan kalender Pendidikan diantaranya penga-

turan tentang evaluasi belajar tahap akhir bagi 

sekolah/kursus dalam lingkungan pembinaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dalam konteks itu,  dilakukan kegiatan 

rutin setiap  akhir tahun dengan 

dilaksanakannya Evaluasi Belajar Tahap Akhir 

Nasional (Ebtanas),  yang merupakan kegiatan 

puncak yang sangat penting dalam mengakhiri 

jenis dan jenjang pendidikan guna memperoleh 

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi 

sekolah/madrasah dalam lingkungan pembinaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan dan 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama.  Tujuan 

Ebtanas, adalah  merintis terciptanya standar 

nasional mutu pendidikan, mempercepat 

peningkatan dan pemerataan mutu, dan men-

dorong tercapainya tujuan kurikulum bagi pen-

didikan dasar, serta dapat dipergunakan sebagai 

alat melanjutkan pelajaran ke jenjang yang lebih 

tinggi. ( Lihat: Keputusan Bersama Kepala 

Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Kepala Kanwil 

Depag Prop. Jabar Kepala Dinas P dan K Prop. 

DT I Jabar, Nomor. 232/102.1/kep/ PP/1999, 

No. Wi/PP.01/968/1999, No. 429.7/ 

SK.445.Pendas/99.) 

 Sesudah berjalan lebih dari dua dasa-

warsa,  muncul  kebijakan penghapusan Ebtanas 

(SD)  melalui Surat Keputusan (SK) Departe-

men Pendidikan Nasional Nomor. 11/U/2002 

tentang Penghapusan Ebtanas SD, Sekolah Da-

sar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Tinggi dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI),  yang  juga  kemungkinan diikuti dengan 

penghapusan Ebtanas SLTP serta SLTA dalam 

tahun-tahun mendatang, kebijakan tersebut telah 

mengudang beragam reaksi antara pro dan kon-

tra dari masyarakat. 

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional 

(EBTANAS) 

Secara historis Ebtanas ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai pengganti ujian sekolah 

yang  dengan tujuan antara lain untuk dapat 

menentukan  standar mutu pendidikan dengan 

menghasilkan Nilai Evaluasi Murni (NEM). 

Dalam perkembangannya di lapangan  NEM 

M



No. 1/XXI/2002  Rangkuman Hasil Diskusi 

Mimbar Pendidikan 5 

tidak lagi dianggap sebagai standar mutu 

sekolah sesuai dengan tujuan semula, melainkan 

dijadikan dua alat ukur dengan fungsi yang 

berbeda, yaitu: alat ukur prestasi dan alat ukur 

seleksi. Hal tersebut disebabkan Sekolah 

lanjutan (SLTP) maupun SLTA menggunakan 

NEM sebagai persyaratan yang menentukan 

dalam  penerimaan siswa baru.  

Dampak dari penyimpangan makna dan 

tujuan Ebtanas dengan NEM sebagai produk 

yang dihasilkannya,  telah menjadikan  NEM 

sebagai indikator keberhasilan sekolah dan 

menjadi primadona serta menjadi tujuan utama 

ouput pendidikan, akibatnya terjadi 

kecenderungan pengabaian terhadap proses dan 

prinsip pendidikan. Di lain pihak muncul ekses 

diskriminasi mata pelajaran yang tidak  

diebtanaskan. Ebtanas yang semula bertyujuan 

untuk mendapatkan informasi tentang mutu 

pendidikan telah mengalami bias dan 

penyimpangan secara prinsip.  Hal tersebut 

nampak dari fenomena bentuk  soal Pilihan 

ganda yang dikesankan untuk memudahkan 

pemeriksaan dan pemberian nilai; sistem 

pengawasan yang dilakukan secara silang; serta 

sistem penilaian tidak disertai dengan validitas 

dan reliabilitas soal; hasil ebtanas (NEM) tidak 

menjadi umpan balik bagi sekolah sehingga 

guru tidak mendapat peluang untuk 

memperbaiki metoda pengajaran dan strategi 

pembelajaran. 

Nilai Evaluasi Murni (NEM) sebagai 

salah satu aspek dalam menentukan 

keberhasilan siswa  untuk memperoleh STTB, 

yaitu hasil rata-rata raport yang dipandu dengan 

norma ketamatan, seringkali menimbulkan 

ekses negatif dengan adanya  rekayasa nilai dan 

tindakan penyimpangan lainnya. Untuk 

mendapatkan NEM yang tinggi tidak jarang 

terjadi pemalsuan dan pelanggaran hukum, dan 

bahkan juga dilakukan oleh pihak sekolah  

sekedar untuk menjaga nama baik dan  gengsi di 

masyarakat. 

NEM sebagai ukuran keberhasilan se-

kolah dan gengsi yang dapat meningkatkan citra 

serta popularitas sekolah, merupakan fenomena 

l yang tidak dapat dihindarkan. NEM telah 

berubah fungsi  menjadi ukuran  untuk 

menentukan sekolah yang dianggap “baik / 

pavorit”  serta istilah lain yang dianggap 

bergengsi bagi sekolah. Gejala seperti itu telah 

menampilkan gejala yang amat tidak 

menguntungkan baik bagi sekolah, masyarakat, 

maupun citra pendidikan.  Selain sering terjadi 

perbuatan melanggar hukum , ternyata juga 

berdampak kepada menurunnya  kinerja  

sebagian guru khususnya guru yang mata 

pelajarannya tidak diujikan dalam Ebtanas.  

Implikasi di lapangan 

Pada saat peserta didik telah menyele-

saikan masa studi dan dianggap lulus,  mereka 

menerima  beberapa laporan keberhasilan bela-

jar,  seperti raport, STTB, dan NEM. Hal terse-

but telah membingungkan masyarakat, mana se-

benarnya yang dapat dipercaya dan dijadikan 

ukuran standar,. Apakah nilai raport yang diha-

silkan dari pengukuran sumatif dan keseharian 

anak, atau dari STTB, atau nilai yang disebut-

kan di dalam NEM?  Biasanya di antara laporan 

keberhasilan yang diterima, nilai di NEM 

adalah nilai yang paling rendah dibanding 

dengan nilai STTB dan nilai raport. 

Rekayasa NEM bukan hanya dilakukan 

oleh masyarakat dan orang tua yang berusaha 

dengan berbagai cara agar anaknya diterima di 

sekolah lanjutan, namun juga dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pendidikan yang ingin men-

dapatkan popularitas dan gengsi di tengah ma-

syarakat, sehingga sering terjadi hal-hal yang 

tidak logis, apabila  hasil Ebtanas di jawa Barat 

lebih rendah dibanding dengan nilai Ebtanas di  

daerah lain  yang dipandang lebih rendah kuali-

tas dan fasilitas belajarnya.  

Semangat masyarakat untuk mendapat-

kan NEM yang tinggi, juga telah dimanfaatkan 

oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta yang 

tidak bertanggung jawab dan tidak memperdu-

likan pentingnya proses pembelajaran,  yaitu 
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dengan mengadakan bisnis bimbingan-

bimbingan belajar yang fokusnya  adalah 

latihan menyelesaikan soal-soal ujian. 

Selama ini Ebtanas dilakukan  hanya 

untuk mengukur siswa atau peserta didik dari 

segi kognitif (nalar, pengetahuan) dan tidak 

mengukur aspek afektif dan psikomotor. 

Padahal yang diharapkan dari penilaian itu juga 

mencakup aspek-aspek  yang dapat  

menggambarkan secara utuh tentang 

keberhasilan belajar siswa selama menempuh 

pendidikan. Sehingga dapat memberikan 

gambaran kepada masyarakat sejauh mana 

kemampuan, keterampialn anak-anaknya. Hal 

tersebut dianggap penting dan relevan  karena 

tidak semua anak (SD) melanjutkan sekolah ke 

SLTP, begitu juga dari tingkat SLTP tidak 

semuanya melanjutkan ke SLTA,  dan tidak 

semua lulusan SLTA melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Lalu mereka yang tidak mendapat 

kesempatan melanjutkan ukurannya bagaimana? 

Ebtanas dan Malpraktek Pendidikan 

 Mereka yang setuju dengan pengha-pusan  

Ebtanas, seperti  misalnya disuarakan oleh  Drs. 

Akhlan Husen yang mewakili Pengurus Badan 

Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta (BMPS) 

Jawa Barat,  didasari oleh alasan faktual bahwa dari 

tujuh tujuan pelaksanaan Ebtanas, hanya satu yang 

dicapainya, yaitu terlaksananya evaluasi sesaat. 

Selebihnya, adalah implikasi-implikasi negatif yang 

menyertainya. 

Hasil Ebtanas yang dirancang sebagai  

evaluasi belajar tahap akhir, juga digunakan sebagai 

alat seleksi untuk masuk sekolah pada tingkat 

selanjutnya.  Menurut Drs. Mohammad Said 

(Kepala SMU 9 Bandung),  hal itu merupakan 

konsep yang keliru. Senada dengan Said, Drs. 

Suyanto, MM. (Kepala SMP 12 Bandung) dan 

Akhlan Husen menegaskan, bahwa   dengan fungsi 

ganda tersebut, maka Ebtanas telah menjadi tujuan 

dan bukan sekedar alat evaluasi. Pencapaian NEM 

(Nilai Ebtanas Murni) yang hanya mengukur aspek 

kognitif, telah menyebabkan biasnya tujuan 

pembelajaran,  yang kemudian melahirkan banyak 

malpraktek dalam pendidikan. 

Malpraktek itu misalnya,  meskipun sulit 

dibuktikan,  adalah upaya merekayasa nilai, karena 

faktanya jika Ebtanas menjadi ukuran,  kelulusan 

siswa  barangkali tidak akan mencapai angka 50%. 

Disamping itu,  upaya rekayasa nilai ini dilakukan 

oleh sebagian sekolah supaya masuk dalam ranking 

tinggi dalam kelompok sekolah.  Implikasi lainnya, 

adalah menjamurnya lembaga bimbingan tes, yang  

hanya menekankan kepada drilling dalam proses 

pembelajaran, dan sekaligus melakukan 

“pembodohan”  terhadap siswa dalam hal makna 

sekolah, makna belajar, dan makna pendidikan yang 

sesungguhnya.  Belum lagi, menurut Suyanto lebih 

lanjut,  implikasi biaya ekstra yang harus ditanggung  

para orangtua. 

Sementara itu, “favoristisme” sekolah dan 

mata pelajaran, juga merupakan implikasi langsung 

dari  kekeliruan konsep Ebtanas itu. Ukuran sekolah 

hebat, dan karena itu menjadi favorit pilihan orang 

tua siswa, hanya angka NEM input dan output, dan 

bukan gamescore yang menunjukkan selisih angka 

NEM  keluaran  dengan masukan. Padahal 

gamescore inilah yang memperlihatkan bagaimana 

proses pembelajaran dan pendidikan dilaukan oleh 

guru-guru. Akibatnya terjadi diskriminasi dalam 

penghargaan terhadap guru, yang kemudian 

menyebabkan motivasi dan kinerja guru menurun, 

khususnya guru-guru di sekolah yang bukan favorit. 

Sejalan dengan itu, terjadi diskriminasi terhadap 

mata pelajaran. Mata-mata pelajaran yang tidak 

diujikan dalam Ebtanas, tidak dianggap penting oleh 

siswa dan juga orangtua. Demikian dikatakan oleh 

Mohammad Said lebih lanjut.   

Lebih dari itu, yang terpenting, bahwa 

ternyata selama ini Ebtanas tidak dapat menjadi 

umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan mutu 

sekolah.  Karena itu, wajar pula jika  muncul 

kenyataan bahwa angka  rata-rata NEM siswa-siswa 

di Jawa Barat lebih rendah dari Jawa Timur bahkan 

Papua. Ironi tersebut menunjukkan, bahwa  belum 

tentu angka-angka NEM merepresentasikan fakta 

yang sesungguhnya tentang mutu pendidikan. 

Namun demikian, dari kacamata para 
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orangtua, kebijakan penghapusan Ebtanas (SD), 

memunculkan  banyak kekhawatiran tentang ba-

gaimana prosedur  calon siswa  lulusan SD masuk 

ke SLTP.  Muncul kecemasan, tentang ke-

mungkinan praktek-praktek KKN baru dalam 

penerimaan siswa baru,  tentang berkurangnya 

pilihan untuk memasuki SLTP yang dituju, tentang 

tes yang harus dilakukan berkali-kali jika calon tidak 

lulus pada satu sekolah tertentu, dan sebagainya. 

Jawaban atas kecemasan-kecemasan ini yang 

tampaknya  perlu segera dijawab oleh para penentu 

kebijakan pada tingkat pusat, daerah, maupun 

sekolah, karena faktanya sekarang  kebijakan 

penghapusan Ebtanas itu telah dikeluarkan. 

 Sebelum itu, patut pula direnungkan 

pernyataan Dra. Misbach Amin, Kepala Sekolah 

SMU 3, Bandung.  Menurutnya, pengalaman 

mengepalai sekolah-sekolah mulai dari sekolah 

dengan rata-rata NEM terendah sampai tertinggi,  

memberi pengertian  bahwa tetap sangat penting 

adanya kendali mutu secara nasional. Dengan 

berbagai kekurangannya, adanya standar soal dalam 

Ebtanas,  telah  memberi ukuran dalam kerangka 

kendali mutu sekolah.  Menurutnya,  bahkan pun 

dengan adanya kendali mutu nasional oleh Ebtanas,  

mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah jika 

diukur dalam standar internasional. Apalagi jika 

tidak ada kendali mutu nasional tersebut.  

Demikian pula dikatakan oleh Prof. Dr. 

Azis Wahab, Direktur Program Pasca Sarjana UPI, 

yang beranalogi bahwa “jika rumah banyak 

tikusnya, bukan rumahnya yang dibakar tapi ti-

kusnya”. Demikian pula dengan Ebtanas yang 

banyak kelemahan, seharusnya bukan dihapus tapi 

diperbaiki.  Artinya, jka berkaitan dengan soal 

misalnya, buatlah soal yang baik, yang valid dan 

reliabel. Jika berkaitan dengan pelaksanaan, 

perbaikilah manajemennya, serta tingkatkatkan pula 

atmosfis akademiknya, sehingga orientasi mutu 

mulai dari tingkat yang paling bawah. Sebab, 

dengan adanya Ebtanas sebagai pengendali mutu 

saja, mutu pendidikan masih rendah, apalagi jika 

tidak ada standar mutu nasional.  

Berkaitan dengan soal-soal Ebtanas itu, 

Prof. Dr. Ahmad Hinduan, Guru Besar FPMIPA 

UPI, mengungkapkan bahwa nilai Ebtanas rendah 

karena  secara kurva normal tes paling bisa diikuti 

oleh sekitar 30% peserta yang mampu. Masalahnya, 

orientasinya tes dan orientasi pengajaran lebih 

menekankan kepada penguasaan materi, dan bukan 

pada cara berfikir. Terlebih lagi, kecenderungan 

guru menuntut penguasaan bahan melebihi 

kurikulum dan kemampuan anak, dengan orientasi 

pendidikan utama  pada  dasar pemikiran seolah-

olah seluruh siswa akan melanjutkan ke pendidikan 

tinggi. 

Sampai di situ, Dedi Supriadi sebagai 

moderator menyimpulkan dan disepakati oleh  

forum diskusi,  bahwa  Ebtanas boleh dihapus, 

tetapi tetap harus ada evaluasi nasional yang 

mengukur mutu sekolah berdasarkan standar na-

sional maupun internasional.  Ini ditekankan pula 

oleh Prof. Dr. Ishak Abdulhak, Dekan FIP UPI,  

bahwa ada atau tidak adanya Ebtanas tidak masalah. 

Yang penting adalah adanya penilaian yang 

didasarkan kepada kisi-kisi yang memiliki standar 

sama secara nasional yang  dirujuk dari kurikulum 

yang tepat sesuai kebutuhan. 

Ebtanas telah mengebiri tugas pokok guru, 

Sebagai pengajar dan pendidik guru 

memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain 

melakukan :merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran, serta  menganalisis sampai 

dengan melakukan revisi. Dengan adanya 

Ebtanas sebagian tugas guru menjadi hilang 

yaitu tugas dan kewajibannya dalam 

mengevaluasi, merevisi dan menganalisis, 

sehingga dalam kenyataannya tugas guru hanya 

melakukan rencana pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran.  

 Di lain pihak, terjadi kecemburuan dan 

perlakukan diskriminasi serta perlakuan yang 

membedakan guru mata pelajaran yang tidak 

diebtanaskan. Hal tersebut berdampak kepada  

merosotnya kinerja guru yang amat tidak 

menguntungkan bagi pelaksanaan proses belajar 

mengajar dan pencapaian kualitas pendidikan. 
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Fenomena lain yang terjadi adanya se-

kolah-sekolah Swasta umumnya mem-

punyai/memberikan nilai raportnya  tinggi-

tinggi dibanding dengan sekolah negeri, karena 

mempunyai tujuan tertentu untuk dapat 

meloloskan peserta didik masuk ke jenjang 

lebih lanjut. 

Ebtanas sebagai kendali mutu 

Untuk mengukur prestasi sekolah diper-

lukan pengukuran dalam bentuk soal standar se-

cara nasional,  dengan demikian NEM se-

benarnya diperlukan untuk dapat dijadikan alat 

kendali mutu. ArtinyaEbtanas diperlukan bukan 

sebagai alat seleksi, melainkan sebagai alat ken-

dali mutu, atau menilau mutu sekolah. 

Terdapat indikasi rekayasa, umumnya 

dilakukan oleh sekolah swasta  yang memanipu-

lasi jumlah peserta Ebtanas,  tidak semua siswa 

di sekolah Swasta mengikuti Ebtanas.Persoalan 

yang penting adalah bukan terletak pada ada 

atau tidak ada ebtanas, sebagai evaluasi, 

melainkan yang harus dipersoalkan adalah ben-

tuk evaluasi itu sendiri. 

Kebijakan penghapusan Ebtanas pada 

jenjang Sekolah dasar (SD) berimplikasi ter-

hadap hilangnya standardisasi mutu,  demikian 

halnya dengan diselenggarakannya ujian 

sekolah akan  menampilkan berbagai aneka 

ragam standar ujian sesuai dengan kondisi 

masing-masing sekolah. Dengan demikian akan 

terdapat  berbagai standar sebanyak SD. Untuk 

itu perlu dipikirkan adalah; a. adanya 

standarisasi materi-materi pokok bahan ajaran 

yang  bersifat nasional yang dikeluarkan oleh 

departemen sebagai suatu kewajiban yang harus 

digunakan oleh setiap sekolah (SD); b. 

perbaikan mutu guru, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif, meski akan terdapat 

keuslitan mengingat  kondisi otonomi dan 

desentralisasi yang memiliki kebijakan yang 

bisa berbeda antara daerah yang satu dengan 

yang lain. c. kemungkinan ketiga sebagai 

alternatif untuk tidak menghambat perkem-

bangan otonomi dan juga peningkatan mutu 

yang antara lain diperlukannya standar, maka 

dalam waktu tertentu standarisasi mutu 

sebaiknya berada di bawah kendali nasional dan 

terpusat. 

Tes dengan tingkat kesukaran 

Ketika kisi-kisi ebtanas dibuat apakah 

ada analisi validitas kurikulum, ini penting 

karena yang akan diuji itu adalah kurikulum. 

Pada dasarnya hasil belajar pada kurikulum bu-

kan kualitas conten.  Kita bicara tentang suatu 

konsep yang diukur atau suatu bahasan yang 

diukur apakah conten validitinya cocok  untuyk 

pokok bahasan itu. 

Bagaimana tes itu standar, reliabilitas-

nya bagaiaman, hal inin penting termasuk juga 

validitas tes itu. Kalau kita mau merancang tes 

untuk ebtanas. Tes itu  mengandung dua unsur 

penting yaitu daya pembeda dan  tingkat kesu-

karan. Jika tahun lalu peserta didik 

mendapatkan skor tes lebih tinggi dan sekarang 

lebih rendah, bukan berarti terjadi penurunan 

kualitas belajar, melainkan tingkat kesulitan  

yang ditingkatkan. 

Tes harus teruji, pada tingkat yang sama 

kesulitan yang sama dan daya pembeda yang 

sama. Apakah tes tahun 2000 sama dengan tes 

tahun 2001?. 

Apakah Balitbang punya soal untuk tes, 

bila ada  itemnya divalidasi dengan apa, ketika 

soal dibentuk apakah berdasarkan  soal-soal 

yang sudah divalidasi. Sehingga tidak menim-

bulkan masalah dalam pengkajian konsistensi. 

Apakah ujian itu perlu dilakukan secara 

nasional, sedangkan kini  kita sedang dalam 

masa transisi, bukan suatu policy yang bisa di-

antisipasi untuk masa longterm. Bila tes akan 

dijadikan standar nasional, sedangkan kuriku-

lumnya bisa berbeda antar daerah, 

kurikulumnya tidak hanya satu. Dengan adanya 

desentralisasi, kemungkinan kurikulum akan 

berbeda, lalu atas dasar dan standar apa kita 

lakukan tes nasional. 
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Kemungkinan,  evaluasi nasional  seba-

gai upaya membuat standar atau kendali mutu 

sekolah dilakukan dalam bentuk sistem, tidak 

hanya mengandalkan kepada  satu alat yang 

digunakan sebagai pengumpul informasi seperti 

tes, tapi mungkin dapat menggunakan berbagai 

alat lain yang  lebih efektif digunakan sebagai 

pengumpul informasi.  Selama ini ebtanas 

bukan sebagai pengendali mutu, karena ebtanas 

tidak dijadikan masukan bagi sekolah ybs untuk 

mermperbaiki mutunya. 

Untuk masa yang akan datang, hen-

daknya lebih mengefektifkan dan lebih banyak 

menggunakan fungsi formatif jauh lebih banyak 

daripada fungsi sumatif.  Dengan adanya ujian 

nasional hanya untuk melihat apa yang harus 

diperbaiki, mungkin saja administrasi tes tidak 

perlu dilakukan setiap akhir tahun, mungkin 

satu bulan sekali,  mungkin hanya [ada sekoalh 

tertentu, pada lingkungan tertentu. Yang 

diperlukan adalah evaluasi yang dapat 

memberikan informasi kepada sekolah tentang 

mana kelemahan dan kekuatan, mana yang 

harus diperbaiki dan dipertahankan, semacam 

kualiti kontrol. 

Esensinya untuk menyampaikan infor-

masi tentang apa yang harus diperbaiki.  Bukan 

untuk menyatakan sesuatu itu hebat. Oleh 

karena itu perlu ada kehati-hatian yang berdasar 

kepada argumentasi, jangan hanya sekedar pro 

dan kontra tapi tidak melihat duduk 

persoalannya. Bagaimana kita menempatkan 

evaluasi pada  proporsinya sehingga kita 

mendapatkan hal-hal penting.  

Tujuan ebtanas bukan untuk memper-

tandingkan satu sekolah dengan yang lain,  se-

hingga tidak timbul wacana sekolah yang satu 

merasa lebih unggul karena masuk peringkat 

sepuluh besar. 

Ebtanas disusun oleh pusat, tapi ada 

juga yang disebut kisi-kisi nasional yang 

diambil dari bawah yang dititipkan, itulah yang 

disebut kurikulum validity. Persoalannya 

ebtanas tidak mengukur semua aspek yang 

diharapkan  karena hanya aspek 

tertentu/pengetahuan yang diukur. Yang 

penting, mestinya ebtanas menjadi feed back 

bagi sekolah (secara proaktif)  untuk melakukan 

perbaikan. Dengan demikian, maka untuk masa 

yang akan datang, mutu pendidikan itu 

mulainya dari sekolah, bukan datangnya dari 

atas / instruksi, tapi justru dimulai dari tingkat 

sekolah.  

Kalau saja guru menyiapkan bahan 

pengajaran dengan baik,  diajarkan dengan baik 

dan dievaluasi dengan baik, maka dengan 

sendirinya akan membentuk sekolah yang ber-

kualitas. Sehingga pada tataran atas akan mun-

cul  mutu pendidikan Indonesia sebagaimana 

yang kita harapkan. Saat ini kondisisnya masih 

amat memprihatinkan dengan peringkat 106 dari 

170. Jadi memang benar diperlukan alat 

kendali. Kalau Ebtanas kita jadikan alat kendali 

mutu pada jenjang SD. Apalagi dengan melihat 

jumlah yang besar sekali, bila murid SD 30. 

Juta gurunya mungkin sekitar 2 juta, jadi benar-

benar diperlukan alat kendali. 

Untuk masa yang akan datang, mutu 

pendidikan dapat dimulai dari mutu sekolah. 

Dalam kaitan ini mari kita lihat persoalan 

dengan hati-hati dan profesional dan penuh rasa 

tanggung jawab. Betapapun   sebuah mutu harus 

dibuktikan dengan suatu alat evaluasi. 

Ebtanas telah menyimpang dari filosofi 

dan tujuannya semula sebagai alat ukur menjadi 

alat seleksi. Pada saat ebtanas dijadikan alat se-

leksi untuk measuk ke jenjang pendidikan lebih 

tinggi, maka terjadi rekayasa, hingga ebtanas 

sudah tidak dapat dipercaya lagi. 

Masyarakat sudah terlanjur beranggapan 

bahwa NEM adalah model terbaik dibanding 

dengan alat seleksi yang lain, dalam konteks 

NEM sebagai alat untuk seleksi masuk dari SD 

ke SLTP, bila NEM atau Ebtanas ditiadakan apa 

yang akan dijadikan alat seleksi ke SLTP. Ujian 

sekolah? Saat ini belum ada yang siap seperti 

yang diatur dalam SK Mendiknas  No. 012/UU 

tahun 2002 yang mengatur tentang sistem peni-

laian di SD yang diserahkan ke sekolah 

sepenuhnya. Bila ujian harus dilaksanakan 
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dengan menggunakan pola Ebtanas sekolah 

belum siap. 

Menyongsong kemungkinan dilaklukan-

nya ujian sekolah akibat dari penghapusan Eb-

tanas,  Dinas Pendidikan Kota bandung, sedang  

mengupayakan adanya beberapa persiapan, 

antara lain: menyelenggarakan pelatihan penyu-

sunan sistem konstruksi tes dalam membantu 

sekolah untuk menyiapkan diri melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagaimana yang di-

harapkan oleh SK 012. Pada tingkat kota  dila-

kukan pelatihan para pembina, pengawas TK 

SD dan para pemandu seluruh mata pelajaran 

yang ada di SD, terdiri atas 11 mata pelajaran. 

Pesertanya dari setiap kecamatan yang 

selanjutnya secara sel aktif  menyelenggarakan 

kegiatan yang sama di lingkungannya masing-

masing. Termasuk meluruskan persepsi bahwa 

ujian sekolah tidak harus dipersepsi 

sebagaimana ebtanas. Kami juga mencoba 

merumuskan  pedoman penilaian, dengan cara 

mengidentifikasi: penilaian ulangan harian, 

forto folio dsb. 

Kesulitan yang dihadapi oleh umumnya 

dinas pendidikan adalah menyediakan dana un-

tuk penyelnggaraan ujian sekolah. Karena 

selama ini Ebtanas diselenggarakan dengan 

menggunakan anggaran pemerintah pusat 

(APBN)  bukan anggaran sekolah. Oleh karena 

itu, di dalam RAPBS tidak dicantumkan angga-

ran untuk Ebtanas atau ujian sekolah. 

Bila penerimaan masuk ditentukan oleh 

SLTP masing-masing, maka muncul persoalan 

yang meresahkan masyarakat, karena mereka 

hanya memilki satu kesempatan, dan tidak 

punya pilihan kedua.  Atau apakah harus 

ditentukan dengan  membuat standar satu kota 

dengan kepanitiaan bersama 

Penerimaan siswa baru ada pada kewe-

nangan pusat sehingga tingkat dua dan tingkat 

satu masih menunggu isarat pusat. Apakah akan 

diserahkan ke daerah? 

Penghapusan Ebtanas, adalah tantangan 

bagi sekolah untuk mendukung wajib belajar 

sembilan tahun yang perlu penyesuaian dengan 

sistem penilaian SD, dan kedua,   untuk mening-

katkan mutu pendidikan  serta tercapainya stan-

dar kompetensi secara nasional. Ketiga, sesuai 

dengan jiwa MBS yang memberi kewenangan 

kepada sekolah dalam penyelenggaraan peni-

laian. Kami sudah menyiapkan diri membuat 

kisi-kisi. Dana yang diperlukan dilakukan 

dengan mensosialisasikan kepada orang tua 

siswa agar pada saatnya dapat membantu angga-

ran untuk kegiatan ujian sekolah. Dari 33 SD 

Negeri dan 2 SD swasta, baru tiga SD yang 

mampu menyelenggarakan ujian sekolah 

sendiri. 

Dicoba berbagai alternatif bentuk tes, 

mulai dari tes lisan, tertulis,  kumpulan tugas 

dan hasil kerja ssiwa , forto folio,  penilaian ke-

las,  dan ujian meliputi aspek kogtnitif, afektif, 

dan psikomotor. Dilakukan tes  kemampuan da-

sar; yaitu membaca, menulis, berhitung.Yang 

terasa kurang adalah sumber daya manusia yang 

dapat dan mampu melaksanakan pembuatan tes 

dalam tingkat kecamatan.  

Beberapa implikasi penghapusan Ebtanas  

Terlepas dari pro dan kontra, 

penghapusan Ebtanas pada jenjang Sekolah Da-

sar (SD) mengandung  beberapa hal yang diang-

gap menguntungkan, disebutkan oleh Moch. 

Said Sediohadi- Kepala SMU 9 Bandung,  

antara lain: 

a. Proses mengajar dapat dilasakanakan secara 

utuh, mulai dari merencanakan, melaksana-

kan, mengevaluasi, menganalisa, merevisi ; 

b. Kewajiban guru memberikan penilaian 

kepada siswa dapat dilaksanakan berdasar-

kan nilai proses dan nilai akhir; 

c. Terbuka peluang  bagi setiap sekolah untuk  

berkompetisi secara sehat dalam menampil-

kan kulitas kinerjanya masing-masing; 

d. Berkurangnya pemborosan  secara finansial 

yang disebabkan  oleh penyelenggaraan eb-

tanas; 

e. Gairah kinerja semua guru mata pelajaran 

akan semakin meningkat, karena tidak ada 
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lagi perbedaan antara pelajaran yang dieb-

tanaskan dengan yang tidak diebtanaskan; 

f. Setiap sekolah dituntut untuk  mampu 

menyusun dan menapilkan bentuk evaluasi 

yang lebih valid dan reliabel serta melak-

sanakan ujian sekolah yang hasilnya dapat 

dijadikan umpan balik dalam memperbaiki 

kinerja sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 

Penghapusan Ebtanas dan Solusinya  

 Wacana tentang penghapusan EB-

TANAS sesungguhnya telah lama digulirkan 

berbagai pihak, terutama oleh mereka yang kon-

tra terhadap pelaksanaan EBTANAS dengan 

beragam argumentasinya.  Drs. Aceng  Zenal, 

MSc. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,  

menyatakan perlunya pengkajian lebih lanjut 

dan cermat mengenai model penilaian akhir 

yang berbeda dengan EBTANAS saat ini.     

Hal tersebut berkaitan dengan adanya 

kebijakan otonomi pendidikan, terutama dalam 

hal diberikannya peluang untuk mengelola kuri-

kulum berbasis sekolah dalam implementasi ku-

rikulum berbasis kompetensi. Kebijakan re-

strukturisasi kurikulum melalui implementasi 

kurikulum berbasis kompetensi tersebut mem-

berikan ruang dan peluang yang cukup bagi 

kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan 

sendiri kurikulum yang digunakan dalam 

kerangka membantu peserta didik mencapai 

kompetensi dasar yang telah ditentukan sebagai 

standar kompetensi sesuai dengan kondisi seko-

lah yang bersangkutan. Hal mendalam dalam 

restrukturisasi kurikulum tersebut adalah diper-

lukannya penggunaan pendekatan penilaian ber-

basis kelas, yang tidak hanya melalui “paper 

and pencil tes” sebagaimana yang selama ini 

dilaksanakan di sekolah, namun juga melalui 

penilaian hasil, kinerja, dan portofolio. Tentang 

hal ini, dikemukakan pula dalam diskusi oleh 

Dra. Djudju Djuariah, Kepala SDPN 

Setiabudi, Bandung. Dengan demikian, 

penilaian terminal dengan pola EBTANAS 

menjadi kurang relevan lagi. 

 SK tentang penghapusan EBTANAS 

Nomor. 11/U/2002, menjelaskan alasan 

penghapusan Ebtanas adalah: (1) Untuk mendu-

kung pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, 

juga perlu dilakukan penyesuaian sistem peni-

laian di SD dan juga yang sederajat; (2) Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai 

Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas se-

suai standar kompetensi yang ditetapkan secara 

nasional, sehingga perlu dilakukan penilaian ha-

sil belajar secara sistematis dan berkelanjutan; 

(3) Untuk memberdayakan sekolah dan sesuai 

dengan manajemen pendidikan berbasis 

sekolah, yang perlu banyak memberikan 

kewenangan kepada sekolah dalam 

penyelenggaraan penilaian. 

SK tersebut langsung diikuti SK Nomor. 

12/U/2002 mengenai Sistem Penilaian 

(Evaluasi) di SD dan yang sederajat. Sebagai 

pengganti Ebtanas, Mendiknas menyerahkan 

ujian (akhir) kepada sekolah masing-masing 

sesuai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan secara nasional. Ujian akhir sekolah, 

yang selanjutnya disebut ujian, adalah kegiatan 

penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh 

sekolah pada akhir satuan pendidikan. 

Sekalipun sekolah boleh mengadakan ujian 

masing-masing, tetapi Depdiknas tetap akan 

memberikan standar mutu nasional berbentuk 

semacam kisi-kisi yang mengacu kepada 

kurikulum 1994. Standar itulah yang bisa 

digunakan sebagai panduan dalam membuat 

soal ujian bagi siswa. 

 Meskipun penghapusan EBTANAS 

tersebut merupakan kebijakan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, namun kebijakan yang diberlakukan 

tahun 2001/2002 terasa sangat mengejutkan 

bagi para stakeholders pendidikan, khususnya 

di Sekolah Dasar.  Menurut Aceng Zenal  

(Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung) , 

beberapa permasalahan muncul pada berbagai 

kalangan secara bervariatif, baik di kalangan 
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pengelola sekolah maupun masyarakat pada 

umumnya. Inventarisasi permasalahan, meliputi 

hal-hal sebagaimana terurai pada bagian 

berikut, yang sebagian diantaranya teruangkap 

pula di atas. 

Pertama, permasalahan yang berkaitan 

dengan kesiapan pengelola pendidikan di seko-

lah, kepala sekolah dan guru, dalam melaksana-

kan tugas dan kewajibannya untuk 

menyelenggarakan ujian sekolah, termasuk 

menyiapkan bahan/soal ujian. Sekolah merasa 

ragu dan kurang percaya diri, akibat dari terlalu 

lamanya memiliki ketergantungan terhadap 

pemerintah. Implikasi sistem EBTANAS 

terhadap kepala sekolah dan guru yang dalam 

jangka panjang sangat merugikan adalah 

pelaksanaan sistem penilaian dengan 

menggunakan pola yang sama dengan 

EBTANAS, termasuk penyelenggaraan EBTA 

oleh tingkat Propinsi, dan ulangan umum 

bersama oleh tingkat Kabupaten/Kota atau Ke-

camatan. Diperparah lagi oleh ketersediaan 

bank-bank soal dengan wujud Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang dipromosikan oleh para 

penerbit dan digunakan secara luas oleh para 

guru dalam proses pembelajaran. 

Kedua, permasalahan keresahan orang 

tua siswa khususnya siswa kelas VI. Mereka 

bertanya-tanya mengenai kelanjutan sekolah 

mereka ke tingkat SLTP. Ketidakjelasan model 

PSB yang akan diberlakukan memunculkan 

kekhawatiran akan munculnya praktik KKN da-

lam penerimaan siswa baru di SLTP sebagai-

mana yang terjadi sebelum dilaksanakannya 

EBTANAS, serta terbatasnya peluang siswa 

dalam memilih SLTP Negeri. Hal kedua ini 

yang paling banyak dikeluhkan, termasuk 

disuarakan oleh Kepala Sekolah SDPN Sabang, 

Ratna Suminar, misalnya. 

Ketiga, masalah pembiayaan ujian se-

kolah yang dibebankan kepada Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Sekolah (APBS) menyulit-

kan kepala sekolah dan pengurus BP3 yang 

menyusun RAPBS di awal tahun. Dengan pem-

bebasan biaya EBTANAS pada tahun 

2000/2001 oleh pemerintah melalui APBN, 

mereka tidak lagi menganggarkan biaya EB-

TANAS untuk tahun pelajaran 2001/2002. 

Sementara itu, dengan penghapusan EB-

TANAS mengharuskan mereka membiayai 

ujian sekolah. Pada akhirnya masalah biaya 

ujian sekolah akan menjadi beban para orang 

tua siswa kelas VI. 

Solusi permasalahan tersebut di atas se-

dang diupayakan dilakukan oleh Dinas Pendidi-

kan Kota Bandung dengan berbagai alternatif. 

Pertama, untuk membantu dan memfasilitasi 

sekolah agar memiliki kesiapan dalam melak-

sanakan kewajibannya untuk memnyelenggara-

kan ujian sekolah dan penilaian lainnya, dianta-

ranya dengan cara : (1) melimpahkan 

kewenangan kepada sekolah untuk 

menyelenggarakan EBTA dan ulangan umum 

akhir catur wulan III 2000/2001; (2) 

menghapuskan sistem ulangan umum bersama 

tingkat kota Bandung mulai tahun pelajaran 

2001/2002; (3) penyelenggaraan program 

pelatihan sistem penilaian dan penyusunan 

instrumen penilaian bagi para pengawas sekolah 

TK/SD dan Guru pemandu mata pelajaran 

utusan Kecamatan se-kota Bandung pada awal 

catur wulan III, dan (4) menerbitkan pedoman 

penilaian di sekolah dasar sebagai penjabaran 

dari Keputusan Mendiknas RI Nomor. 

012/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang 

Sistem Penilaian di SD, SDLB, SLB Tk. Dasar 

dan MI. 

Kedua, sambil menunggu pedoman per-

syaratan PSB SLTP untuk tahun pelajaran 

2002/2003 dari Pemerintah Pusat, menyiapkan 

beberapa alternatif model PSB yang sampai saat 

ini terus dikaji bersama DPRD. Tiga alternatif 

yang diajukan adalah ; (1) seleksi PSB oleh 

Kepala SLTP tidak melalui tes tertulis, 

melainkan melalui nilai STTB dan atau Laporan 

Pendidikan, (2) seleksi tertulis oleh SLTP 

masing-masing, dan (3) seleksi tertulis oleh Pa-

nitia bersama tingkat kota, meliputi unsur Dinas 

Pendidikan, unsur SLTP, dan masyarakat yang 

dilaksanakan secara obyektif dan transparan. 
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Ketiga, mengusulkan adanya bantuan 

dana penyelenggaraan ujian sekolah dari pe-

merintah, mengingat belum dimasukannya biaya 

ujian sekolah pada saat APBS disusun pada 

awal tahun pelajaran 2001/2002. 

Evaluasi Nasional dan Perspektif ke De-

pan 

Apa yang telah diungkapkan di muka, 

tampaknya sebagian masih merupakan solusi 

jangka pendek dari permasalahan penghapusan 

Ebtanas (SD).  Selanjutnya, perlu dilakukan 

pengkajian yang komprehensif dan berwawasan 

jauh ke depan mengenai proses dan bentuk 

evaluasi pendidikan nasional ini. 

Dr. Chaedar Al Wasilah, Dekan FPBS 

UPI, menyatakan bahwa dalam rangka evaluasi 

nasional ke depan, harus ada tes standard untuk 

mengukur mutu sekolah secara institusional. 

Tes semacam ini, lebih memudahkan daripada 

menginterpretasi nilai NEM sebagai umpan 

balik bagi peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. Misalnya, disusun suatu Scholastic 

Aptititude Test (SAT)  untuk semua mata 

pelajaran secara terstandarisasi.  

 Sementara itu, Prof. Dr. Hamid Hasan, 

Pembantu Rektor I UPI,  menyatakan bahwa 

penghapusan Ebtanas perlu diikuti dengan men-

cari penyelesaian secara akademik.  Kelemahan-

kelemahan ditemukan, sebagai bahan untuk per-

baikan ke depan.  Perbaikan itu, misalnya 

mencakup  apakah Evaluasi Nasional itu 

semata-mata berbentuk tes, atau merupakan 

suatu sistem dengan bermacam-macam alat 

pengendalian mutu secara nasional. Jika 

(salahsatunya) berbentuk  tes, bagaimana 

Depdiknas (pusat) memiliki Bank Soal yang 

memiliki validasi tinggi, yang kemudian dapat 

dikalibrasi oleh daerah. Bagaimana analisis 

validitas kurikulum merepresentasikan 

keseluruhan spekturm yang diujikan dalam tes; 

bagaimana tingkat reliabilitasnya; bagaimana 

tingkat kesukaran soal dan daya pembedanya; 

bagaimana tingkat ekspetasinya; dan lain-lain. 

 Disamping persoalan-persoalan teknis 

pelaksanaan, manajerial, dan pembiayaan, maka 

pertanyaan-pertanyaan akademis seputar mutu 

dan standarisasi soal itu perlu dicarikan 

solusinya melalui kajian yang komprehensif.  

Akhirnya, yang diinginkan adanya suatu 

evaluasi (pendidikan) secara nasional yang 

terstandarisasi, yang pelaksanaannya 

didesentralisasikan kepada  dan dikalibrasi oleh 

daerah serta sekolah. 

Konsekuensi dari hal tersebut di atas ada-

lah perlunya dibangun komitmen bersama dian-

tara warga sekolah dalam melaksanakan pro-

gram prioritas yang bertumpu pada upaya 

peningkatan mutu pendidikan kualitas layanan 

berdasarkan kepentingan peserta didik, dengan 

memberikan perhatian utama pada pelaksanaan 

proses pembelajaran beserta perangkat pendu-

kungnya. 

Proses pembelajaran sebagai 

implementasi kurikulum, baik kurikulum 

nasional maupun kurikulum lokal harus 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

pengguna jasa pendidikan melalui kegiatan dan 

proses penilaian yang sistematis dan 

berkelanjutan. 

 


